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ABSTRAK

Fikih Muamalah diartikan sebagai hukum-hukum yang
mengatur tentang perbuatan manusia, salah satu yang diatur ialah
gardh (hutang piutang). Secara etimologi gardh adalah memotong,
sedangkan secara terminologis ialah menyerahkan hartanya kepada
pihak yang berhutang atau yang memanfaatkannya dan akan
dikembalikan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Pada
praktiknya hutang piutang banyak yang menggunakan jaminan atau
disebut dengan Rahn. Rahn secara etimologi berarti tsubut (tetap) dan
dawam (kekal, terus menerus). Seperti pada praktik hutang piutang
yang terjadi di Pekon Hujung yang dilakukan antara petani kopi
sebagai pihak berhutang dengan agen kopi sebagai pemberi hutang
dengan menjadikan biji kopi hasil panen sebagai jaminan dalam
hutang piutang, dalam perjanjian pihak berhutang wajib memberikan
atau menjual seluruh biji kopi kepada agen kopi (pemberi hutang)
pada saat musim panen tiba.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
praktik keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan
Biji Kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung
Barat. 2) Bagaimana tinjauan figih muamalah terhadap keterikatan
perjanjian dalam utang piutang dengan jaminan biji kopi. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik keterikatan perjanjian
dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi di Pekon Hujung
Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan untuk Mengetahui
tinjauan figih muamalah terhadap keterikatan perjanjian dalam hutang
piutang dengan jaminan biji kopi. Penelitian ini termasuk kedalam
penelitian lapangan (field research) data primer diperoleh dari hasil
wawancara dan dokumentasi. Pengolaan data dilakukan dengan cara
pemeriksaan data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan
dengan cara analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa praktik
keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi
ini terjadi ketika terjadi ketika petani melakukan perjanjian hutang
piutang kepada agen kopi untuk kebutuhan sehari-hari dengan



kesepakatan ketika musim panen tiba pihak berhutang akan menjual
seluruh biji kopi hasil panennya kepada pihak pemberi hutang.
Perjanjian hutang piutang ini dilakukan secara lisan saja berdasarkan
asas kepercayaan dan tidak mendatangkan para saksi. Tinjauan figih
muamalah terhadap keterikatan perjanjian dalam hutang piutang
dengan jaminan biji kopi dari segi akad yang dilakukan secara lisan
dan barang jaminan yang bersifat tidak pasti belum sesuai dengan
ketentuan figih muamalah, namun hutang piutang ini diperbolehkan
(mubah) karena pada praktiknya hutang piutang ini tidak mengandung
unsur riba dan memiliki maslahat yang lebih besar dibandingkan
mudharatnya. hutang piutang ini mengandung nilai ta’awun atau
tolong menolong yaitu membantu petani yang mengalami kesulitan
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu dalam praktiknya
tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya praktik keterikatan
perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi.

Kata Kunci: Qardh, Rahn
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penguraian dari beberapa istilah yang terkandung di
dalam skripsi ini diperlukan untuk menghindari terjadinya
kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul proposal, judul
proposal skripsi ini adalah “Tinjauan Figih Muamalah
Terhadap Keterikatan Perjanjian Dalam Hutang Piutang
Dengan Jaminan Biji Kopi” adapun beberapa istilah yang
terdapat dalam judul dan perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Figih Muamalah

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (Sesudah
menyelidiki, mempelajari)." Figih muamalah merupakan
hukum hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam
persoalan persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual
beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja
sama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa.’

2. Keterikatan Perjanjian

Definisi keterikatan dalam adalah suatu hubungan hukum
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sebagai pihak yang
melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan
pihak lain berkewajiban atas sesuatu. °Perjanjian adalah suatu
perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya pada
satu orang atau lebih lainnya.*

! kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

2 Abd. Rahman Ghazaly, Figih Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

% Kurniati Herlina, Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syari’ah (Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022), 1.

4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Islam (Bandar Lampung: PT
Citra Aditya Bakti, 2010), 289.



3. Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi

Hutang merupakan upaya memberikan pinjaman
kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam
mengembalikan gantinya.” piutang yaitu uang yang
dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Pengertian hutang
piutang adalah harta yang diberikan oleh kreditur kepada
debitur untuk dikembalikan kepadanya dalam jumlah yang
sama setelah mampu mengembalikannya.

Jaminan merupakan tindakan seseorang Yyang
berhutang untuk memberikan hartanya berupa benda bergerak
maupun tidak bergerak kepada orang lain (kreditur) sebagai
jaminan akan hutang debitur dan jika debitur tidak mampu
membayar hutangnya maka barang jaminan dapat dijual
sebagai pengganti hutang.®

Kopi merupakan biji dari jenis tanaman perkebunan
yang awalnya berasal dari afrika yang umumnya biji kopi
berwarna putih.

B. Latar Belakang Masalah

Figih diartikan sebagai bagian dari syari’ah Islamiyah,
yaitu pengetahuan tentang hukum syari’ah Islamiyah yang
berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan
berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Muamalah diartikan sebagai suatu  perbuatan saling
bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Muamalah ialah hal
hal yang termasuk urusan kemasyarakatan.

Kesimpulan pengertian dari figih muamalah ialah
pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha usaha
memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang

® Ismail Nawawi, Figih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012), 177.

® Amran Suadi, Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Ekonomi Syari’ah
(Jakarta: Kencana, 2019), 2.
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dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai
keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara’ yang
terinci.

Salah satu kegiatan bermuamalah yaitu hutang piutang.
Hutang piutang merupakan bentuk transanksi yang bisa dilakukan
pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional
maupun modern. Hutang piutang dalam Islam dikenal juga
dengan istilah al-gardh dalam segi arti Bahasa berarti garadha
yang merupakan sinonim dari suatu Kkata gatha’a artinya
memotong, karena orang yang memberi hutang memotong
sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhutang.
Hutang piutang dalam konsep Islam mengandung nilai ¢ ’awun
(tolong menolong). Hukum hutang piutang adalah sunnah bagi
pemberi hutang dan boleh bagi orang yang berhutang.” Hal
tersebut dikarenakan mengandung suatu kebaikan, yaitu
menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran.

Hutang piutang dalam Islam memberikan perlindungan
secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman.
Ketika terjadi hubungan hutang piutang maka timbul hak dan
kewajiban, ketika terjadi wanprestasi maka disinilah timbulnya
pemikiran mengenai apa yang dinamakan dengan jaminan.
Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau
garansi ataujanji seseorang untuk menanggung hutang atau
kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Jaminan adalah suatu
perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur
memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila
dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran
hutang debitur atau tanggungan atas pinjaman yang diterima.
Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai
tanggungan dalam bentuk pinjaman uang. Jaminan dalam hutang
piutang dalam figih muamalah disebut sebagai rahn yang berarti
tetap dan kekal.

" Achmad Wardi Muslich, Figih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013), 173.



Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin
banyaknya perubahan dalam masyarakat, praktik bermuamalah
mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru
bermunculan. Seperti halnya praktik hutang piutang di Pekon
Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang
mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kopi.

Fenomena yang terjadi di Pekon Hujung Kecamatan
Belalau Kabupaten Lampung Barat yaitu adanya keterikatan
perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi.
Perjanjian hutang piutang ini terjadi antara petani kopi dengan
agen kopi atau pengepul dengan jaminan biji kopi, pihak
berhutang wajib memberikan seluruh biji kopi hasil panennya
kepada agen kopi (pemberi hutang) atau dapat dikatakan pihak
berhutang memiliki keterikatan terhadap pemberi hutang.
Pelunasan hutang piutang ini dilakukan dalam kurun waktu satu
tahun. Contoh fenomena yang terjadi  seorang petani kopi
mempunyai hutang berupa beras, pupuk dan racun rumput dengan
total hutang Rp. 5000.000 dengan syarat ketika musim panen
tiba ia harus menjual semua biji kopi hasil panen kepada agen
kopi atau pihak pemberi hutang meskipun hasil panen melebihi
jumlah hutang kepada agen kopi.

Berdasarkan uraian dan pemaparan tersebut penulis
menganggap hal ini sangat penting untuk dibahas agar menambah
pemahaman kepada kita Mengenai keterikatan perjanjian dalam
hutang piutang dengan jaminan biji kopi yang dilakukan oleh
petani kopi dengan agen kopi di Pekon Hujung.

. Fokus dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi
kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data
yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam
penelitian  kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat
kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian
ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Tinjauan Figih Muamalah
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yang berkaitan dengan praktik Keterikatan Perjanjian Dalam
Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi (Studi di Pekon
Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”

. Rumusan Masalah
1.

Bagaimana praktik Kketerikatan perjanjian dalam hutang
piutang dengan jaminan Biji Kopi di Pekon Hujung
Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?

Bagaimana tinjauan Figih Muamalah terhadap keterikatan
perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi?

. Tujuan Penelitian

1.

Mengetahui praktik keterikatan perjanjian dalam hutang
piutang dengan jaminan biji kopi di Pekon Hujung Kecamatan
Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Mengetahui tinjauan figih muamalah terhadap keterikatan
perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi.

Manfaat Penelitian

1.

Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi berupa pemahaman dan pengetahuan mengenai
perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan serta dapat
menjadi referensi bagi pengembangan wawasan maupun
bahasan diskusi untuk para mahasiswa Fakultas Syari’ah dan
masyarakat umum. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat
menjadi salah satu rujukan serta acuan dalam memberikan
gambaran tentang bagaimana keterikatan perjanjian dalam
hutang piutang dengan jaminan biji kopi khususnya dari sudut
pandang agama yang ditinjau dari figih muamalah.



2. Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi dari salah
satu dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH). Penulis berharap hasil dari penelitian ini
bisa dijadikan sebagai bahan gambaran untuk masyarakat
Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat
dalam melihat sistem bermuamalah mereka apakah sudah
sesuai dengan tuntunan agama Islam atau belum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari
terjadinya kesamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain,
penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau
memiliki kesamaan. Selanjutnya hasil dari penelusuran ini akan
menjadi acuan untuk penulis untuk tidak melakukan pendekatan
yang sama, sehingga kajian yang dilakukan tidak terkesan plagiat
dari kajian yang telah ada.

1. Annisa Apriyani (2018) Skripsi Fakultas Syari’ah universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Tinjauan
Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu
ATM.

Skripsi ini terfokus pada judul yaitu Tinjauan Hukum
Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang
bersifat deskriptif analisis. Dengan populasi 11 orang dan
penulis mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan
sampel dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya
digunakan metode interview dan dokumentasi. Sedangkan
untuk menganalisis data digunakan metode analisis data yang
bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir
deduktif induktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa
hutang piutang dengan jaminan kartu ATM pada dasarnya



7

dibolehkan, karena semua ketentuan yang menurut aturan
Islam pada dasarnya terpenuhi dan pihak kreditur pun tidak
terlalu membebankan pihak debitur karena perjanjian yang
mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan dan niat dari pihak
kreditur pun adalah semata-mata hanya untuk membantu.®

Persamaan penelitian relevan di atas dengan
penelitian yang dilakukan peneliti vyaitu terletak pada
pembahasan hutang piutang dengan jaminan. Persamaan
selanjutnya terletak pada jenis penenlitian, teknik
pengumpulan data dan metode analisis data.

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian
yang peneliti lakukan yaitu objek yang dihutang berbeda.
Objek yang dihutang pada penelitian relevan di atas adalah
berupa uang, sedangkan yang menjadi objek hutang pada
penelitian ini adalah bermacam macam seperti beras, racun
rumput, pupuk. Perbedaan selanjutnya yaitu objek jaminan
yang digunakan untuk membayar hutang, pada penelitian
relevan di atas objek untuk membayar hutang yaitu Kkartu
ATM sedangkan objek jaminan pada penelitian ini adalah
berupa biji kopi.

2. Riyanto (2019) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro
yang berjudul Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk dibayar
Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi
Syari’ah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec.
Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah).

Skripsi ini terfokus pada judul yaitu Hutang Piutang
Pupuk dibayar Dengan Padi di Desa Bumi Nabung Timur
Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik
wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan

8 Annisa Afriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan
Jaminan Kartu ATM” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018).



secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir
induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik
hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi
Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten
Lampung Tengah tidak dianjurkan. Hal ini dikarenakan lebih
besar mudharat nya dibandingkan dengan maslahatnya.
Maslahat dari adanya hutang-piutang pupuk ini adalah
membantu meringankan beban para petani sehingga
membantu juga proses penanaman padi, dan yang terpenting
adalah terjalinnya silaturahmi antara petani dan pemilik toko
pupuk. Mudharat dari hutang-piutang ini adalah pemilik toko
pupuk menggunakan praktek hutang piutang pupuk ini untuk
mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, memperkaya diri
dan mengeksploitasi petani yang sedang kesusahan.®

Persamaan penelitian relevan di atas dengan
penelitian yang peneliti lakukan vyaitu terletak pada jenis
penelitian yaitu penelitian lapangan (field research).
Persamaan selanjutnya terletak pada pembahasan yaitu terkait
hutang piutang yang mana objek yang di hutang dengan objek
pembayaran hutang berbeda, yaitu hutang pupuk dibayar
dengan padi, dan persamaan yang terakhir adalah objek yang
dihutang pada penelitian relevan dan penelitian ini memiliki
persamaan yaitu berupa pupuk.

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian
yang peneliti lakukan yaitu objek yang digunakan untuk
membayar hutang, pada penelitian relevan di atas objek yang
digunakan adalah padi sedangkan objek untuk membayar
hutang pada penelitian ini adalah berupa biji kopi.

3. Rama Qchozali Yusuf (2020) Skripsi Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul
Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Uang Yang dibayar

® Riyanto, “Hutang Piutang Pupuk dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Hukum
Ekonomi Syari’ah” (Skripsi: IAIN Metro, 2019).
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Dengan Pulsa (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Mumalah
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung)

Skripsi ini terfokus pada praktik pembayaran hutang
uang dibayar dengan menggunakan pulsa yang terjadi pada
mahasiswa program studi Muamalah UIN Raden Intan
Lampung.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan
dengan pendekatan deskriptif analisis, teknik pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara, kemudian data yang
diperoleh diolah melalui editing dan sistematisasi data
sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Analisis
data menggunakan kualitatif dengan pendekatan berfikir
deduktif dan induktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa
praktik pelaksanaan pembayaran hutang uang yang dibayar
pulsa tersebut tidak diperbolenkan karena dalam praktik
pembayaran ini ada unsur penambahan biaya dan pemanfaatan
sehingga terindikasi adanya unsur riba, dan berdasarkan
pembahasan yang telah diuraikan maka tinjauan hukum Islam
tentang hutang uang dibayar dengan pulsa tersebut tidak
diperbolehkan karena pada akad hutang piutang tersebut ada
perubahan objek pada jenis pembayaran hutang yang
membuat akad itu menjadi fasad (rusak).*

Persamaan penelitian relevan di atas dengan
penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pembahasan
yaitu mengenai hutang piutang yang objek untuk membayar
hutang berbeda dengan objek yang dihutang. Persamaan
selanjutnya terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian
lapangan dan teknik pengolahan data yaitu editing dan
sistematisasi.

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian
yang peneliti lakukan yaitu objek yang digunakan untuk

10 Rama Qchozali Yusuf, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Uang
Yang dibayar Dengan Pulsa” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020).
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membayar hutang, pada penelitian relevan di atas objek yang
digunakan adalah pulsa sedangkan objek untuk membayar
hutang pada penelitian ini adalah berupa biji kopi. perbedaan
selanjutnya terletak pada subjek pemberi hutang dan yang
mempunyai hutang, pada penelitian relevan subjek pemberi
hutang dan yang berhutang adalah mahasiswa, sedangkan
pada penelitian ini subjek pemberi hutang adalah agen kopi
dan yang berhutang adalah petani kopi.

Alhafidz (2020) Skripsi Institut Agama Islam Negeri
Surakarta Yang Berjudul Praktik Utang Piutang Dengan
Jaminan Arisan Dalam Perspektif Figih Muamalah (Qard)
Studi Kasus di Dukuh Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan
Pedan Kabupaten Klaten.

Penelitian ini terfokus pada judul yaitu Praktik Utang
Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Figih
Muamalah (Qard) Studi Kasus di Dukuh Poloharjo Desa
Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field
research) yaitu penelitian dilakukan di lapangan penelitian
untuk memperoleh data-data yang diperlukan mengenai fakta
tentang praktek utang piutang dengan jaminan arisan di
Dukuh Poloharjo. Sumber data yang dicari adalah dari data
primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan data
sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti
artikel, buku dan, lain-lain. Lokasi penelitian di Dukuh
Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten
Klaten dan waktu penelitian yaitu berlangsung 135 hari yang
berjalan pada bulan 19 Mei sampai 07 Oktober. Teknik
pengumpulan data dengan cara observasi dengan mengamati
kejadian sekitar, wawancara untuk mencari informasi yang
diperlukan, dan dokumentasi untuk memperkuat data di
peroleh dari keterangan atau fakta dari pihak-pihak terkait,
Sehingga semua data yang diperoleh dapat dianalisis dengan
menggunakan pendekatan miles dan huberman dengan teknik
deduktif.
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik
hutang piutang dengan jaminan arisan ini menggunakan
tambahan pengembalian sebagai syarat ganti jangka waktu
yang tidak ditentukan dan mengambil keuntungan sepihak dan
memberatkan bagi salah satu pihak. Di sini menurut rukun
dan syarat dalam hutang piutang sah. Namun dalam
praktiknya, hutang piutang ini terdapat tambahan
pengembalian sebagai syarat ganti jangka waktu yang tidak
ditentukan, dimana praktik ini termasuk dalam kategori riba
jahiliyah, atau hutang yang dibayarkan lebih banyak daripada
hutang yang diberikan diawal, karena debitur tidak mampu
membayar pada waktu yang ditentukan termasuk dalam riba,
karena tambahan pengembalian tersebut secara tidak langsung
memberatkan salah satu pihak.™*

Persamaan penelitian relevan di atas dengan
penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada
pembahasan hutang piutang dengan jaminan. Persamaan
selanjutnya adalah jenis penelitian, sumber data dan teknik
pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian
yang dilakukan peneliti adalah dari segi objek jaminan, pada
penelitian relevan jaminan yang digunakan adalah arisan
sedangkan pada penelitian ini objek jaminan yang digunakan
adalah biji kopi. Perbedaan selanjutnya adalah dari segi waktu
pembayaran pada penelitian relevan waktu pembayaran tidak
ditetapkan sedangkan dalam penelitian ini pembayaran hutang
dilakukan dalam kurun waktu satu tahun.

5. Rahmad Ilham (2019) Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau Pekan Baru yang berjudul Hutang
Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis di
Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten
Tanah Datar ditinjau Dari Figih Muamalah.

1 Alhafidz, “Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Figih
Muamalah (Qard) Studi Kasus di Dukuh Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan
Kabupaten Klaten” (Skripsi: IAIN Surakarta, 2020).
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Penelitian ini terfokus pada praktik hutang bersyarat
untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak
Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar ditinjau
dari figih muamalah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data
adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Data
primer berasal dari orang yang berpiutang dan berhutang dan
data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur buku
pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan hutang bersyarat.
Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 29 orang,
terdiri dari 3 orang yang berpiutang dan 26 orang yang
berhutang. Berhubungan populasinya sedikit, maka semua
populasi dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total
sampling. Setelah data terkumpul data kemudian dianalisis
menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit
manis di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru
Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ini jika dilihat secara
keseluruhan dari awal pelaksaaan hutang bersyarat hingga
akhir, maka terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan
hutang-piutang sebagaimana yang dijelaskan dalam figih
muamalah, sebab dalam pelaksanaan hutang bersyarat
terdapatnya suatu syarat dalam hutang-piutang serta
pengambilan manfaat atas piutang tersebut berakibat pada
adanya pihak yang dirugikan. Pelaksanaan hutang-piutang
tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan figih
muamalah, dan terdapatnya dalil yang melarang pengambilan
pemanfaatan dari piutang jika yang mengambil manfaat itu
orang yang berpiutang maka itu sama dengan riba. Kegiatan
bermuamalah harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara
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kedua belah pihak dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang
merugikan dan dirugikan.*?

Persamaan penelitian relevan di atas dengan
penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada
pembahasan hutang piutang bersyarat, yang mana pihak
berhutang pada penelitian ini akan diberikan pinjaman uang
dengan syarat ia harus menjual seluruh olahan kayu kulit
manisnya dengan pemberi hutang. Persamaan selanjutnya
yaitu terletak pada jenis penelitian, sumber data dan teknik
pengumpulan data.

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang
dilakukan peneliti ialah terletak pada objek yang dihutang
pada penenlitian relevan objeknya yaitu uang sedangkan pada
penelitian ini objek hutangnya adalah beras, pupuk dan racun
rumput.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif,"®> untuk menghasilkan gambaran yang baik,
dibutunkan serangkaian langkah vyang sistematis. Adapun
langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis dan Sifat penelitian.
a. Jenis Penenelitian

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (Field
Research) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk
menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang
terjadi di tengah masyarakat kita dalam bentuk gejala atau

12 Rahmad Ilham, “Hutang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis
di Kenagarian Barulak Kec Tanjung Baru Kab Tanah Datar ditinjau Dari Figih
Muamalah” (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2019).

13 Agus Hermanto, Rudi Santoso, “Analisis Yuridis Politik Hukum dan Tata
Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia,” Journal Nizham volume 8, no. 01 (Januari-Juni 2020),
https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093.
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proses sosial.* Penelitian ini bertujuan untuk mencari
informasi seputar permasalahan yang dikaji baik berupa
interview kepada orang yang memberi hutang dan
interview kepada orang yang berhutang di Pekon Hujung
Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini  bersifat  deskriptif  analisis.
Deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk
mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta
menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.'®
Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana
Keterikatan Perjanjian Dalam Hutang Piutang Dengan
Jaminan Biji Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan
Belalau Kabupaten Lampung Barat).

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang dapat
memberikan data informasi fakta dan realita yang terkait atau
relevan dengan apa yang diteliti atau dikaji. Pada penelitian
ini sumber data dibagi menjadi dua yakni primer dan
sekunder.'®

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung
dari subjek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan
untuk mendapatkan data yang konkrit. Peneliti
memperoleh sumber data primer untuk menjawab
pertanyaan penelitian melalui narasumber vyaitu pihak
yang dapat memberikan keterangan atau informasi
langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

4 Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN
Raden Intan Lampung, 2015), 12.

15 v. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta Pustaka Baru
Perss, 2014), 19.

18 Abdul Qadir Zaelani, Rudi Santoso, Khairuddin, “Islamic Legal Analysis
On The Role And Functions Of Islamic Parties In Indonesia”, Ejournal Education
And Humanities, volume 492 (November 2019), https://doi.org/lecenses/by-nc/4.0/.
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yakni para pihak baik orang yang menghutangkan dan
yang berhutang maupun saksi-saksi yang telibat dalam
praktik akad keterikatan perjanjian dalam hutang piutang
dengan jaminan biji kopi dan tokoh masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder'’ merupakan sumber
pendukung dari data primer yaitu berupa buku buku,
jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang
dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara
merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara
dengan sumber informasi tentang suatu objek yang
diteliti."®

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,
atau karya-karya monumental dari seseorang.™® metode ini
digunakan untuk mengumpulkan data-data baik berupa
arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.

1 Rudi Santoso dan Fathul Mu’in, “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi,” Ath Thariq Jurnal Dakwah dan
Komunikasi volume 4, no. 1 (Desember 2020): 85,
https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

8 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian
Gabungan (Prenada Media, 2016), 372.

® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian
Gabungan (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240.
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4. Populasi dan Sampel

a.

Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang
mempunyai Kkarakteristik yang sama.”® Populasi disebut
juga sebagai himpunan keseluruhan karakteristik dan
objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini
berjumlah 116 Orang yang terdiri dari 110 orang yang
berhutang dan 6 Orang yang memberikan hutang di Pekon
Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang
diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud
untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Berdasarkan
pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi
kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua,
sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi, jika
subjeknya lebih dari 100, maka diambil 10%. Sampel dari
penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari 8 orang
yang berhutang dan 3 orang yang memberi hutang.

5. Teknik Pengolahan Data

a.

Editing

Editing yaitu mengoreksi apakah data yang
terkumpul atau terhimpun sudah lengkap, sudah benar dan
sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji
dalam penelitian.?* Teknik ini digunakan penulis untuk
memeriksa  kelengkapan  data-data yang  sudah
dikumpulkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber
studi dokumentasi.

% Soejarno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PRESS,

2022), 172.

2 gysiadi, Metodologi Penelitian, 182.
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b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu menyusun kembali data
yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan
dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan
rumusan masalah secara sistematis.

6. Teknik Analisis data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data
di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data
tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematik sehingga
dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan karena
penelitian ini  bertujuan untuk menggambarkan secara
sistematik dan akurat dan karakteristik mengenai populasi
atau bidang tertentu.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam
penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman
judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman
pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat
hidup, daftar isi.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab | tentang
pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni
penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penenlitian,
kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian,
sistematika pembahasan yang dimaksudkan sebagai kerangka
awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab Il berisi tentang landasan teori yang berkaitan
dengan hutang piutang. Bab ini terdiri dari 3 sub bab yakni akad,
hutang piutang dalam Islam (gardh), dan jaminan dalam Islam
(rahn). Sub bab dalam akad terdiri dari Pengertian akad, dasar
hukum akad, rukun dan syarat akad, prinsip-prinsip akad dan
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berakhirnya akad. Sub bab dalam hutang piutang dalam Islam
terdiri dari pengertian gardh, dasar hukum gardh, rukun dan
syarat gqardh. Sub bab dalam jaminan dalam Islam terdiri dari
Pengertian jaminan, dasar hukum jaminan (rahn), rukun dan
syarat jaminan (rahn), dan berakhirnya akad dalam jaminan
(rahn),

Bab 11l berisi tentang deskripsi objek penelitian. Bab ini
terdiri dari dua sub bab yakni gambaran umum Pekon Hujung
Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari
deskripsi Pekon Hujung, sejarah Pekon Hujung, profil Pekon
Hujung dan sub bab kedua yaitu praktik keterikatan perjanjian
dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi di Pekon Hujung.

Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari dua
sub bab yakni praktik keterikatan perjanjian dalam hutang
piutang dengan jaminan biji kopi di Pekon Hujung Kecamatan
Belalau Kabupaten Lampung Barat dan tinjauan figih muamalah
terhadap keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan
jaminan biji kopi.

Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan
rekomendasi .

Bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah
bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Akad
1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian
dalam hukum Indonesia. Akad berasal dari kata al-‘agd yang
mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat,
mempererat (mengikat kuat).”’ Pengertian akad secara
terminologi figih (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab
(penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara Yyang
dibenarkan syara’yang menetapkan keridhaan (kerelaan)
kedua belah pihak.”® Salah satu prinsip muamalah ialah an-
taradin atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad.
Rela merupakan persoalan batin yang sulit ditukar
kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu
diwujudkan dalam bentuk akad.**

Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi “akad
sebagai suatu perikatan antara ijab dan gabul dengan cara
yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-
akibat hukum pada objeknya. ljab adalah pernyataan pihak
pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan

gabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”.?®

Makna umum akad ialah setiap perilaku yang
melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau
mengakhiri hak baik itu bersumber dari satu pihak atau dua

22 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Figih
Muamalah,” Asas, volume 2, no. 2 (Juli 2010), 2,
http://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id.

2 Harun, Figih Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press,
2017), 31.

2 Rozalinda, Figih Ekonomi Syari’ah: Prinsip dan Implementasinya Pada
Sektor Keuangan Syari’ah (Gramedia Digital, 2017). 45.

% Abdullah Jayadi, Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syari’ah
(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), 10.
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pihak. Umumnya setiap istilah akad itu berarti ijab gabul. ljab
gabul yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan adanya
keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang
bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, ijab dan
gabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing
pihak secara timbal balik. ijab adalah pernyatan pihak pertama
mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan gabul
adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.?®

Rukun Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya.
Rukun akad merupakan esensi dalam setiap kontrak, jika salah
satu rukun tidak ada, menurut hukum Islam kontrak
dipandang tidak pernah ada.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun
yang membentuk akad ada empat, yaitu : Para pihak yang
membuat akad (al-agidain), Pernyataan kehendak para pihak
(shighat agad), Objek akad (mahallul agad ) dan Tujuan akad
(maudhu agad).”’

a. Al-Agidain (pihak-pihak yang berakad)

Al-Agidain adalah para pihak yang melakukan
transaksi, Ulama figih memberikan syarat atau kriteria
yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad,
yakni ia harus memiliki ahliyah dan wilayah.

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya
memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan
transaksi, seperti baligh dan berkala. Ahliyah dalam
hal ini (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan
menerima hukum yang disebut dengan ahliyah al-
wujub dan ahliyah al-ada’ yang bersifat aktif.

% Oni Sahroni dan M. Hasanuddin , Figih Muamalah (Depok: PT Raja

Grafindo Persada, 2017), 4.

2" Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 45.
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Pengertian ahliyah al-wujub (kecakapan
untuk memiliki hak dan memikul kewajiban) adalah
kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak
kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas
sejumlah kerusakan harta miliknya atau pelaku akad
berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan
mendapatkan hak.?®

Ahliyah al-ada (kecakapan bertindak hukum)
adalah pelaku akad berkompeten atau memiliki
kecakapan untuk melaksanakan transaksi secara benar
sesuai syariat.”® Artinya, kecakapan ini adalah
kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat
hukum melalui pernyataan kehendaknya dan
bertanggung jawab atas perbuatannya.

Wilayah adalah kekuasaan yang diberikan
syara’kepada seseorang yang memungkinkannya
untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya
maupun atas nama orang lain yang ada dibawah
perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain
diberikan karena orang yang berhak melakukan akad
kecakapannya tidak sempurna misalnya masih
dibawah umur.*

Berdasarkan kedua syarat di atas, setiap
transaksi yang tidak memenuhi kedua syarat yaitu
ahliyah dan wilayah, maka orang yang melakukan
transaksi atau akad tersebut tidak dibenarkan oleh
syara’ dan dinyatakan batal.

Secara khusus, pelaku kontrak disyariatkan
harus orang mukallaf. Mengenai batasan umur pelaku

% Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam
Transaksi Ekonomi Islam,” IgtIshaduNa Jurnal Ekonomi Syari’ah volume
8, no. 2 (Juni 2017): 77-115,
https://doi.org/journal.uinmataram.ac.id/index.php/igtishaduna/article/vie
w/403/167.

2 sahroni, Figih Muamalah, 34.

% Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017), 116.



untuk keabsahan kontrak diserahkan kepada urf atau
peraturan perundang-undangan yang tentunya dapat
menjamin kemaslahatan para pihak. Pelaku akad tidak
disyaratkan harus beragama Islam, oleh karena itu
transaksi bisa dilakukan oleh sesama non muslim
sebagaimana rasulullah pernah meminjam sejumlah
uang kepada seorang yahudi dengan jaminan baju
besinya.**

b. Shighat

Sighat adalah ijab dan gabul (serah terima), baik
diungkapkan dengan ijab dan gabul atau cukup dengan
ijab saja yang menunjukkan gabul dari pihak lain (secara
otomatis).

Menurut sebagian ulama ijab ialah ungkapan
yeng muncul pertama kali dari satu pihak akad yang
menunjukkan  keinginan untuk melakukan akad,
sedangkan gabul adalah ungkapan yang muncul kedua
dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang
menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain
tersebut. *

Shighat akad adalah setiap ungkapan yang
menunjukkan kesepakatan pihak-pihak akad, karena
keinginan akad itu abstrak, maka dalam figih Islam
keinginan ini harus diungkapkan dengan jelas. Ada tiga
syarat yang harus dipenuhi dalam setiap shighat atau ijab
gabul yaitu:

1) Maksud shighat harus jelas dan bisa dipahami.

Maksudnya adalah  shighat tersebut
menunjukkan keinginan niat dan maksud pelaku
akad untuk bertransaksi, jika lafadz (ungkapan) itu
tidak jelas, maka yang menjadi rujukan adalah
maksud/ substansinya. Ungkapan yang dilakukan

%! sahroni, Figih Muamalah, 35.
% bid., 28
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dalam ijab gabul itu menunjukkan jenis akad yang
dimaksud, karena setiap akad itu memiliki ketentuan
hak-hak, kewajiban dan akibat hukum yang berbeda-
beda.

Shighat ijab dan gabul dapat diwujudkan
dengan ucapan lisan, isyarat bagi mereka yang tidak
mampu berbicara atau menulis, sarana komunikasi
modern, atau bahkan dengan perbuatan (bukan
ucapan, tulisan maupun isyarat) yang menunjukkan
kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu
kontrak.*®

2) Ada kesesuaian antara ijab dan gabul

Maksudnya adalah gabul menunjukkan
maksud dan isi ijab. ljab dan gabul ini harus
bersesuaian dimana satu pihak yang melakukan ijab
atas objek akad tertentu, dan yang melakukan gabul
juga harus melakukan gabul terhadap objek tertentu
tersebut.

Jika ijab tidak menunjukkan objek gabul
tersebut (berbeda) maka menjadi batal. Contohnya
jika penjual menyampaikan kepada pembeli menjual
dengan harga 1 juta, kemudian pembeli menyetujui
dengan 900 ribu maka ijab qgabulnya tidak
bersesuaian (batal).

3) ljab dan gabul dilakukan berturut-turut

ljab dan gabul harus muttashil (nyambung),
yakni dilakukan dalam satu majlis ‘agd (tempat
kontak), satu majelis akad adalah kondisi bukan fisik
dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus
perhatiannya untuk melakukan kontrak. Contohnya
seperti dalam transaksi pengiriman uang mobile
banking pihak bank menawarkan dalam layar mobile

%8 sahroni, Figih Muamalah, 29.
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untuk mengirimkan uang dengan upah tertentu,
kemudian si pengirim menyetujui, maka itu adalah
ijab dan gabul.**

Keinginan untuk melakukan akad pada saat
itu maksudnya ialah keinginan untuk melakukan
akad pada saat itu bukan pada waktu mendatang, ini
sesuai dengan pendapat para ahli fikih bahwa janji
untuk membeli itu bukan akad jual beli dan tidak
melahirkan akibat hukum jual beli.*®

Banyaknya ragam model ijab dan gabul
menjadikan rujukan urf (tradisi), jika tradisi pasar
menentukan bahwa sarana tersebut berlaku dan
diakui di pasar, maka itu termasuk ijab yang

dibenarkan oleh syara’.*®

c. Al-ma’qud alaih (objek akad)

Al-Ma’qud ‘alaih adalah obyek akad dimana
transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat
implikasi hukum tertentu. Obyek akad ini bisa berupa
aset-aset finansial (sesuatu yang berrnilai ekonomis) atau
aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan,
ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad
sewa-menyewa, jual beli, dan sebagainya.®’

Adapun syarat-syarat ma 'qud alaih yaitu:
1) Barang yang masyru’ (legal)

Barang yang dijadikan objek harus berupa
harta yang benar benar jelas kepemilikannya serta
halal dimanfaatkan.

*Ibid., 30.

%50ni Sahroni dan M. Hasanuddin, Figih Muamalah: Dinamika Teori Akad
dan Implementasinya Dalam FEkonomi Syari’ah (Universitas Indonesia Librari:
Rajawali, 2017), 32.

% sahroni, Figih Muamalah., 31.

37 Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.”, 86.
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Dapat diserahterimakan saat akad

Objek akad harus dapat diserahkan ketika
terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat
diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa
diserahterimakan itu tidak boleh menjadi objek
transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

Jelas diketahui oleh para pihak akad

Objek akad harus jelas dan diketahui oleh
kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak
selain ada larangan nabi untuk menjadikannya
sebagai objek kontrak, juga mudah menimbulkan
persengketaan dikemudian hari dan ini harus
dihindarkan.®®

Objek akad harus ada pada saat akad

Objek akad harus sudah ada secara konkret
ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan
ada pada masa akan datang dalam kontrak-kontrak
tertentu seperti dalam kontrak salam, ishtishna,
ijarah dan mudharabah.*

Tujuan Akad (maudhu’ akad)

Maudhu’ al-‘aqd adalah tujuan utama untuk
apa kontrak itu dilakukan. Maudhu’ al-aqd adalah
tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu, jadi motif
bertransaksi itu bisa berbeda-beda dalam satu akad,
tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam
satu akad.

Pada akad rahn kreditor memiliki hak untuk
menahan jaminan hingga debitur melunasi hutangnya,
begitu pula ia berkewajiban menjaga jaminan tersebut
hingga jaminan itu dikembalikan atau dijual untuk

3 3ahroni,

Figih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya

Dalam Ekonomi Syari’ah. 37.

% |pid., 38.



melunasinya, jadi harta yang digadaikan al-aqdi
(objek transaksi), sedangkan hak untuk menahan
jaminan adalah maudhu’ al-‘agd (tujuan transaksi).*°

3. Syarat Akad

Syarat merupakan suatu sifat yang harus ada pada
setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Contohnya
syarat dalam kontrak hutang piutang yaitu dapat diserahkan
kepada pihak yang berhutang. Dapat diserahkan kepada pihak
berhutang ini harus ada dalam setiap kontrak hutang piutang,
namun tidak termasuk dalam unsur pembentukan kontrak.**

Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada
keberadaan suatu akad diakui syara’, syarat ini terbagi dua,
yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah
syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga,
yaitu:

a. Shighat (ijab dan gabul, objek akad (ma‘ugud'alaih), dan
pihak yang berakad

b. Akad yang tidak mengandung unsur Kkhilaf atau
pertentangan, dilakukan dibawah ikrah (paksaan), taghrir
(penipuan) dan ghubn (penyamaran).

c. Akad itu harus bermanfaat.

Adapun syarat-syarat khusus adanya sebuah akad seperti
adanya saksi dalam akad.

Syarat terbentuknya akad yaitu adanya kecakapan
untuk melakukan akad, berbilang pihak, kesesuaian ijab dan
gabul adanya kesatuan majelis akad, objek akad dapat
diserahkan objek akad dapat di transaksikan, objek akad dapat

40 |bid., 40-41.
4 |bid., 25.
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ditentukan tujuan akad sesuai atau tidak bertentangan dengan
syari’ah.*

Fugaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah
tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (mufasid) dalam
akad, vyaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan
pertengkaran (al-jilalah), adanya paksaan (ikrah), membatasi
kenemilikan terhadap suatu barang (taufiq), terdapat unsur
penipuan (gharar), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad
(Gharar).”®

4. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar
yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Akad
yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan,
kebangsaan atau lainnya dalam melakukan hubungan
kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus mempunyai
maslahat di dalamnya.** Prinsip akad dalam Islam, salah
satunya tidak boleh adanya paksaan atau ancaman atau
kondisi yang menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa
menerima.

Prinsip-Prinsip tersebut antara lain:
a. Prinsip Keadilan

Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap
transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah
satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh
syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan
merupakan langkah melawan keadilan Tuhan, walau para
pihak sepakat untuk melakukannya.

2 Khoiruddin, “Studi Atas Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad-Akad Dalam
Letter Of Credit (L/C) Impor dan Ekspor Syari’ah,” Jurnal Asas volume 3, no. 2
(Desember 2010), 40, http://doi.org/jurnal.radenintan.ac.id.

“3 Mardani, Figih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 74.

* Ridwan Nurdin, Figih Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)
(Banda Aceh: PeNa, 2010), 25.
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Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam
melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep
untuk mewujudkannya, seperti dalam setiap transaksi
yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai
dengan ajaran Al-qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan
harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini suatu
implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu
pertengkaran atau perselisihan.

Hak ini dijelaskan dalam firman allah swt.

T B A TR AT T P EOPR N S
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“Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S. Al-Bagarah
[2] : 282)

Ayat di atas menjelaskan agar setiap yang
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan muamalah
hendaknya untuk menulis/mencatatnya agar muamalah
yang dilakukan menjadi jelas sehingga tidak
menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari. jika
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan akad tersebut akan
menyebabkan pelanggaran (wanprestasi) dan dosa bagi
yang melakukan.

b. Prinsip Al-Musawwah

Persamaan merupakan konsep persaudaraan
universal dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad

* Ridwan Nurdin, Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syari’ah di Indonesia :

Sejarah, Konsep dan Perkembangannya), cetakan ke 2 (Banda Aceh: Yayasan PeNa,

2014), 25.
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tidak mengenal diskriminasi, dengan siapapun akad dapat
dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan
ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan diskriminasi
berarti hal tersebut melawan keadilan tuhan.

c. Prinsip Kerelaan (Taradhi)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan
dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Kerelaan
diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan tetapi
jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu.
Konsep kerelaan menunjukkan bahwa Islam mengenal
asas transparansi karena para pihak mempunyai posisi
yang sama dalam memahami objek akad. *°

d. Prinsip Kemashlahatan

Prinsip kemaslahatan berarti semua aktifitas
ekonomi  syari’ah  harus dilakukan atas dasar
pertimbangan kemaslahatan,*’ dalam arti mendatangkan
manfaat dan menghindarkan mudharat/bahaya.

5. Berakhirnya Akad

Akad dipandang berakhir apabila telah tercapai
tujuannya, seperti dalam akad jual beli misalnya, akad
dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik
kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual,
dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad
dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh
(pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

46 [hi
Ibid., 26.
47 Fathul Mw’in, Rudi Santoso, dan Ahmad Mas’ari, “Standar Pemberian
Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam,” Asas: Jurnal Hukum Ekonomi
Syari’ah volume 12, no. 1 (2020): 129, http://doi.org/10.24042/asas.12i01.6927.
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B. Hutang Piutang dalam Islam (Qardh)

1. Pengertian Qardh

Secara etimologis gardh merupakan bentuk masdar
dari qaradha asy-syai’-yagridhu, yang berarti dia
memutuskannya. Qardh ialah bentuk masdar yang berarti
memutuskan. Qardh dikatakan qaradhu asy-syari’a bil-
migradh atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-gardh
ialah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.*

Qardh secara terminologis adalah memberikan harta
kepada orang vyang akan memanfaatkannya dan
mengembalikannya dikemudian hari. Hutang piutang dalam
Islam dikenal juga dengan istilah al-gardh dalam segi arti
bahasa berarti garadha yang merupakan sinonim dari suatu
kata gatha’a artinya memotong, karena orang yang memberi
hutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada
orang yang berhutang (mugtarid)*®

Imam Malik mengatakan bahwa “al-gardh merupakan
pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya
karena belas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian,

dan harus dikembalikan, seperti bentuk yang dipinjamkan”.*°

Menurut Sayyid Sabigq pengertian gardh di dalam
buku figih Sunnah memberikan definisi gardh sebagai harta
yang diberikan oleh muqrid (pemberi pinjaman) kepada
mugtarid (orang yang meminjam), agar mugtarid
mengembalikan kepada muqrid ketika telah mampu.

Pengertian al-gardh dari uraian di atas dapat

disimpulkan bahwa al-gardh adalah pinjaman atau hutang
yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk

151.

*® |bid., 331.
* Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013),

% Adam Panji, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)

(Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 234.

! Sayyid Sabig, Figih Muamalah,Terj. Abu Sayyagina (PT.Tinta Abadi

Gemilang, 2013), 115.
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dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan
harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari
harta yang memberikan pinjaman atau hutang, dengan kata
lain al-gardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang
dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain
meminjam tanpa mengharapkan imbalan.

2. Dasar Hukum Qardh
a. Al-Qur’an

Merupakan qalam allah yang bersifat mu’jizat
yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw.melalui
perantara jibril dengan lafal dan maknanya dari allah
swt.*

bladl 54 Adaal CI5 Co3p &1 J.LL;;\JH';OZ

2 o g F -

T Dose 5 4l by as T 70

“barang siapa meminjami allah dengan pinjaman
yang baik maka allah melipatgandakan ganti kepadanya
dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki)
dan kepadanya lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-
Bagarah [2]: 245)

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa
Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak
fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan
menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda
kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut
pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik
melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga

52 Fathul Mu’in dan Rudi Santoso, “Konstruksi Arah Baru Pemahaman
Terhadap I’jaz Al-Qur’an,” Riayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan volume 4, no. 1
(Januari-Juni 2020): 27,
https://doi.org/ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298.
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menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar
mendapatkan gantinya.*®

Dalil Hadist

Riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu
Hurairah r.a, sebagai berikut:

ol s ade &) s A Ge dle &) ) 350h o (8
adle 0 D0 uah e 5hg (e dalall a5 T8 e 08
¢ LAY WA 8 S 5 Ll il (a3 a Y5 W) 8

alua ol 5y aal (58 3 el G- L diall e a2

“Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW beliau
bersabda: barang siapa yang melepaskan dari seseorang
muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan
kesusahannya pada hari kiamat dan barang siapa yang
memberikan kemudahan kepada orang yang sedang
mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan
memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat dan
barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim di
dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan
akhirat dan Allah akan senantiasa menolong hambanya
selama  hamba itu  menolong  saudaranya...”
(HR.Muslim)®*

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa
memberi kemudahan pada orang yang membutuhkan dan
memudahkan urusan seseorang yang sedang dalam
kesulitan Allah SWT akan memberikan kemudahan di

%3 panji, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi), 237.
% Hanif Luthfi, Hutang Antara Pahala Dan Dosa (Jakarta: Rumah Figih

Publishing, 2020), 15.
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dunia dan akhirat.>® Hadist di atas menerangkan bahwa
gard merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan
diberi imbalan oleh Allah SWT, qgard juga merupakan
perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan
beban orang lain.*®

Meskipun demikian, hutang piutang juga
mengikuti hukum taklifi, yang terkadang dihukumi boleh,
makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari
pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang
bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan
kepada orang yang sangat membutuhkan.

Dalil ljma’

Dalil ijma’ menyebutkan bahwa semua kaum
muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang.®’

3. Rukun dan Syarat Transaksi gardh

dan
tiga

a.

Rukun gardh menurut ulama hanafiyah adalah ijab
gabul, sedangkan menurut jumhur ulama rukun gardh ada
yaitu: *®

Dua orang yang berakad terdiri dari mugridh (yang
memberikan utang) dan mugtaridh (orang yang berutang)

Barang yang dipinjamkan
Shighat (ijab dan gabul)
adapun yang menjadi syarat gardh yaitu:

Dua pihak yang berakad, yakni mugtaridh dan mugridh
memiliki syarat

1) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan
hajru, artinya cakap berbuat hukum

% Ibid.

% Ahmad Wardi Musclich, Figih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 277.

5 Ibid.

, 333.

%8 panji, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi), 239.
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C.

2)

Mugridh adalah orang yang mempunyai kewenangan
dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru, artinya
harta yang dihutangkan merupakan miliknya sendiri.

Harta yang diutangkan di syaratkan®®

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Harta yang dihutangkan merupakan mitsilyat, yakni
harta yang dapat ditakar (makilat), harta yang dapat
ditimbang (mauzunat), harta yang dapat diukur dan
harta yang dapat dihitung(zariaf)

Setiap harta yang dapat dilakukan jual-beli salam,
baik itu jenis harta makilat, mauzunat, maupun adiyat.
Ini merupakan pendapat ulama malikiyah, syafi’iyah
dan hanabilah, atas dasar ini tidak sah mengutangkan
manfaat (jasa).

Al-gabdh atau penyerahan. Akad hutang piutang tidak
sempurna kecuali dengan adanya serah terima.

Hutang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi
yang mengutangkan.

Orang yang berutang mengembalikan utangnya
dengan harga tau nilai yang sama.

Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
dalam islam

Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya.

Pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan
batas waktu.

Shighat

Shighat® adalah ijab dan qabul. Tidak ada

perbedaan diantara fugaha bahwa ijab gabul itu sah
dengan lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata

%9 |bid., 239-240.
80 Rudi

Santoso, “Hukum Nikah Mut’ah Pendekatan Tekstual Dan

Kontekstual Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020,” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil

and

Islamic

Family Law wvolume 1, no. 1 (Januari-Juni 2020): 43,

http://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ellzdiwaj/article/view/7085.
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“aku memberimu utang” atau ‘“aku mengutangimu.”
Qabul sah jika semua lafadz menunjukkan kerelaan,
seperti “aku berhutang” atau “aku menerima”atau aku
ridha dan lain sebagainya. ®*

Akad hutang piutang dimaksudkan untuk tolong
menolong dengan sesama, bukan untuk mencari
keuntungan dan eksploitasi, hutang piutang dalam Islam
tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak
mugridh. ®

C. Jaminan (Rahn)
1. Definisi Jaminan (Rahn)

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang
diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung
utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Jaminan adalah
suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur
memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila
dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran
utang debitur.®

Jaminan dalam figih Islam disebut rahn dimana
termasuk suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang
sebagai tanggungan hutang. Secara bahasa ats-Tsubut dan ad-
dawaam (tetap) atau ada kalanya berarti al-habsu dan al-
Luzuum (menahan).®

Menurut Bahasa jaminan adalah barang yang
dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. sedangkan menurut
syara’ artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan

%1 Mardani, Figih Muamalah, 333.

82 panji, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi), 240.

83 Zzaenal Arifin, Konstruksi Hukum Jaminan Syari’ah Dalam Akad
Pembiayaan Mudharabah Di Era Revolusi Industri 4.0 (Indramayu: CV. Adanu
Abimata, 2022), 60.

% Az-Zuhaili Wahbah, Fikih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani,
2011), 106.
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sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali
sebagai tebusan.®®

Menurut Sayyid sabig, rahn adalah menjadikan
barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’
sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan
boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian
(manfaat) barang itu. Berdasarkan definisi di atas,
disimpulkan bahwa rahn itu merupakan suatu akad hutang
piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta
menurut pandangan syara’ Ssebagai jaminan marhun bih,
sehingga rahin boleh mengambil marhun bih.®®

Al- Qurtubi mendefinisikan rahn yaitu barang yang
ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai jaminan dari
orang yang berutang, sampai pihak berutang melunasi utang
tersebut. Ibnu qudamah mendefinisikan rahn yaitu barang
yang dijadikan jaminan untuk hutang, agar pemberi hutang
dapat menjual barang tersebut apabila pihak pengutang tidak
mampu membayar hutangnya.®’

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi di atas,
dapat disimpulkan bahwa rahn ialah jaminan yang diserahkan
oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi
hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang
jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu
membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil
penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah hutang
maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun
bila kurang dari jumlah hutang, pihak pengutang harus
menambahinya agar hutang tersebut terbayar lunas.®

® Hanif, “Pegadaian Dalam Peta Syari’ah,” Jurnal Asas, volume 2, no. 2, (Juli
2010): 35-45, https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1624.

® Norwili Syaikhu, Ariyadi, Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan
Dialektika Kontemporer (Yogyakarta: K-Media, 2020),159.

7 Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (Depok: PT Raja Grafindo,
2016), 192.

% Ibid., 193.
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2. Dasar Hukum Rahn
a. Al-Quran

v_al;ﬂub POCEEN g a1 1,005 g 45 i
@NR‘«Q}MLAJ ‘) ;4..13

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang
kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka
hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian
yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa
kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu
menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa
menyembunyikannya,  sungguh, hatinya  kotor
(berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.” (Q.S. Al-Bagarah [2]: 283)

b. Hadist
33 e 22 48855 JaT ) (52 skt e Lo s 5
(plasas il ol 5 )
“Dari aisyah ra. Sesungguhnya nabi saw pernah
membeli makanan dari seorang yahudi dengan berutang
dengan tempo tertentu, beliau menjadikan baju

perangnya sebagai jaminan utang tersebut.” (HR.
Bukhari Muslim)®

8 Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi),
255.
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Hadist di atas menjelaskan mengenai kebolehan
hukum rahn. Hal ini didasarkan pada kisah rasulullah saw
yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan
makanan dari orang Yyahudi. Mayoritas ulama
berpendapat bahwa rahn tidak hanya disyariatkan pada
waktu bepergian tetapi juga pada masa tidak bepergian. ™

Ijma’

Kaum muslimin sudah bersepakat mengenai
diperbolehkannya rahn.  Realitas dalam kehidupan
masyarakat rahn sangat lazim terjadi, karena dengan

berhutang menggunakan jaminan akan mempermudah
pembayaran utang.”

3. Rukun dan syarat rahn

a.

Rukun Rahn

Rukun rahn ada 4 yaitu:

1) Dua pihak yang berakad (rahin dan murtahin)
2) Akad rahn

3) Barang jaminan (marhun)

4)  Hutang (marhun bihi)"

Syarat Rahn

Rukun dalam setiap akad harus memenuhi syarat,
adapun syarat yang berkaitan dengan rukun rahn yaitu:

1) Syarat bagi pihak yang berakad ialah berakal, sudah
baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa.

2) Syarat shighat atau akad, kalangan hanafiyah
mensyaratkan agar akad tidak terikat dengan syarat
tertentu, tidak tergantung pada suatu kejadian dimasa
mendatang. Akad rahn yang terikat dengan suatu

0 Ibid.

,256

™ Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer. 195.

2 bid.
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syarat contohnya adalah penerima mau melaksanakan
akad dengan syarat pemberi jaminan mau membeli
barang tertentu miliknya. karena akad rahn sama
dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi
dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa
yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan
akadnya sah. namun Ulama Malikiyah, Syafi’iyah,
dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu
adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu,
maka syarat itu dibolehkan. ™

Syarat yang terkait dengan hutang ada tiga yaitu
hutang adalah hal yang harus dibayar, jumlah tidak
melebihi nilai barang yang menjadi jaminan dan hak
hutang harus jelas.

Syarat terkait barang yang digadaikan atau barang
jaminan hutang yaitu sama halnya dengan syarat
barang yang menjadi objek jual beli, yaitu sebagai
berikut:

Menurut ulama hanafiyah syarat barang yang
di gadaikan adalah sebagai berikut:

a) Barang yang digadaikan harus dapat diperjual
belikan, harus ada pada waktu akad dan dapat
diserahterimakan.

b) Barang yang digadaikan harus berupa harta yang
bernilai

¢) Barang yang digadaikan harus halal digunakan
atau di manfaatkan, barang tersebut nilainya dapat
melunasi utang.

d) Barang harus jelas, spesifikasi, ukuran, jenis
jumlah, kualitas.

258).

™ Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi,
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e) Barang harus milik pihak yang menggadaikan
secara sempurna.

f) Barang yang dugadaikan harus menyatu, tidak
terpisah-pisah.

g) Barang harus tidak ditempeli sesuatu yang tidak
ikut digadaikan.

h) Barang yang digadaikan harus utuh, tidak sah
menggadaikan mobil hanya seperempat atau
separuh.”™

4. Berakhirnya Akad Rahn

Menurut hukum jika sudah jatuh tempo membayar
hutang, maka pemilik barang gadai wajib menebus atau
melunasi utang tersebut, dan pihak murtahin  wajib
menyerahkan barang yang dijaminkan kepada rahin dengan
segera, Namun kebanyakan fukaha berpendapat bahwa bila
waktu pembayaran telah tiba kedua belah pihak boleh
membuat syarat penjualan barang gadai tersebut, dan
penerima gadai tersebut berhak melakukannya.”

Apabila telah sampai pada waktu yang telah
ditentukan jika rahin tidak mampu melunasi hutangnya, maka
barang gadai tersebut boleh dijual untuk melunasi utang
tersebut, jika pemilik barang tidak rela barangnya dijual, maka
hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya tersebut
atau dengan cara menjual barang yang telah digadaikannya
tersebut. Ketika penjualan barang gadai telah cukup untuk
melunasi utang dan terdapat sisa atau kelebihan hasil
penjualan, maka harus diserahkan kepada pemiliknya, tetapi
jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutupi
hutangnya, maka rahin harus menanggung hutangnya sampai

259.

™ Panji, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi),

S Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, Fikih Muamalah: Teori dan

Implementasi, 2019. 174.
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terbayar lunas. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi’i akad
rahn dianggap berakhir apabila:

1.

© N o g ~ w D PE

Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (rahin)
dengan ikhtiar, maka akad rahn menjadi batal.

Rahin melunasi semua utangnya.
Waktu pelunasan yang telah disepakati telah jatuh tempo.

Pendapat lain menyatakan bahwa akad rahn
dipandang habis (berakhir) dengan beberapa cara sebagai
berikut:

Barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya
dipaksa menjual jaminan tersebut

Rahin melunasi semua utangnya

Pembatalan rahn dari pihak murtahin

Pembebasan utang

Rahin meninggal dunia

Barang jaminan tersebut rusak

Barang jaminan tersebut dijadikan hibah, hadiah, atau
sedekah. "

76 Syafe'i, Figih Muamalah. 178.
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